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ABSTRAK 

 

Hendrik Yeverson Yopudara, 201810115003, Rangkap Jabatan Berdasarkan Pasal 28 

ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Suatu peraturan perundang-undangan dibuat bukan hanya dimaksudkan untuk membuat 

rakyat tunduk dan patuh tetapi juga dibuat untuk melindungi rakyat, dengan cara 

membatasi kekuasaan dari penguasa, baik ditingkat eksekutif mapun legislatif. Pembatasan 

kekuasaan tersebut dimaksudkan untuk menjaga nilai-nilai demokrasi. Salah satu 

contohnya adalah larangan mengenai rangkap jabatan, khususnya kepada anggota aktif 

Kepolisian Republik Indonesia.  

Rangkap jabatan merupakan sebuah perbuatan atau kehendak seseorang untuk menduduki 

dua atau lebih jabatan dalam pemerintahan atau organisasi. Pada dasarnya, larangan ini 

ditunjukan agar anggota aktif Polri tetap fokus dalam melakukan tugas serta 

kewenangannya. Namun, dalam praktiknya hal tersebut masih kerap terjadi. Seperti contoh 

kasus yang peneliti angkat, yakni 2 (dua) orang Jendral Polisi yang merangkap jabatan 

sebagai Plt. Gubernur, yakni Inspektur Jendral Mochamad Iriawan (Jawa Barat) dan 

Inspektur Jendral Martuani Sormin (Sumatera Utara) yang ditunjuk oleh Mendagri pada 

tahun 2018. Walaupun telah ada peraturan mengenai larangan rangkap jabatan bagi 

anggota aktif Polri seperti Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, namun 

lahirnya Permendagri No. 1 Tahun 2018 menjadi problematika baru yang harus segera 

diselesaikan karena mencederai nilai-nilai demokrasi serta bertentangan dengan hierarki 

perundang-undangan.  

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

normatif, yakni jenis penelitian hukum dengan meletakkan hukum sebagai sistem norma 

yang kemudian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai 

bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-

peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pengisian jabatan kepala daerah yang 

melibatkan anggota Kepolisian Republik Indonesia. 

Berdasarkan hasil penelitian, penunjukan anggota Kepolisian aktif sebagai Pelaksana Tugas 

Gubernur jelas tidak diperbolehkan. Pasal 5 ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2018 yang 

menitikberatkan pada “penunjukan menteri” sebagai dasar legitimasi bagi para pejabat Polri 

aktif untuk dapat melakukan rangkap jabatan bertentangan dengan Undang-Undang 

diatasnya dan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan seharusnya Pasal 

bermasalah dari Permendagri No. 1 Tahun 2018 tersebut dihapus. Berdasarkan analisa 

yang telah dilakukan, peneliti berkesimpulan Pejabat Tinggi Polri yang masih aktif dilarang 

melakukan rangkap jabatan. Dan jika Pejabat Tinggi tersebut ingin menduduki jabatan Plt. 

Gubernur maka ia harus berstatus “sipil” atau dengan kata lain terlebih dahulu melakukan 

pengunduran diri. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. 

Kata Kunci: Rangkap Jabatan, Pemerintah Daerah, Kepolisian. 
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ABSTRACT 

 

Hendrik Yeverson Yopudara, 201810115003, Multiple Positions Based on Article 28 

paragraph (3) of Law no. 2 of 2002 concerning the Unitary State of the Republic of 

Indonesia Police. 

A statutory regulation is made not only intended to make the people submit and obey but is 

also made to protect the people, by limiting the power of the authorities, both at the 

executive and legislative levels. The limitation of power is intended to maintain democratic 

values. One example is the prohibition on concurrent positions, especially for active 

members of the Indonesian National Police. 

Multiple positions are an act or will of a person to occupy two or more positions in a 

government or organization. Basically, this prohibition is intended so that active members 

of the National Police remain focused in carrying out their duties and authorities. 

However, in practice this still often happens. As an example of the case that the researcher 

raised, namely 2 (two) Police Generals who concurrently served as Tasks Executor 

Governors, namely Inspector General Mochamad Iriawan (West Java) and Inspector 

General Martuani Sormin (North Sumatra) who were appointed by the Minister of Home 

Affairs in 2018. Although there have been regulations regarding the prohibition of 

concurrent positions for active members of the National Police, such as Article 28 

paragraph (3) of the Law No. 5 of 2014, but the issuance of Minister of Home Affairs 

Regulations No. 1 of 2018 is a new problem that must be resolved immediately because it 

injures democratic values and conflicts with the hierarchy of laws. 

The research method that the researcher uses in this research is the normative research 

method, namely the type of legal research by placing the law as a system of norms which is 

then carried out by examining library materials or secondary data as the basic material for 

research by conducting a search on regulations and literature. literature related to the 

problem under study. This study aims to determine the arrangements for filling the 

positions of regional heads involving members of the Indonesian National Police. 

Based on the results of the research, the appointment of active members of the Police as 

Acting Governor is clearly not allowed. Article 5 paragraph (1) Minister of Home Affairs 

Regulations No. 1 of 2018 which focuses on the "appointment of ministers" as the basis for 

legitimacy for active Polri officials to be able to carry out concurrent positions, contrary to 

the law above and based on the hierarchy of laws and regulations, the problematic Article 

of Minister of Home Affairs Regulations No. 1 of 2018 is deleted. Based on the analysis that 

has been done, the researcher concludes that high-ranking Police Officers who are still 

active are prohibited from holding concurrent positions. And if the High Official wants to 

occupy the position of Tasks Executor Governor, he must have a "civilian" status or in 

other words, first resign. This is stated in Article 28 paragraph (3) of Law Number 2 of 

2002 concerning the Indonesian National Police. 

Keywords: Multiple Positions, Local government, Police. 
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